
 
 

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK 
 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK 

 

NOMOR  15 TAHUN  2005 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2004  

TENTANG KETERTIBAN UMUM 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PONTIANAK 

 

Menimbang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengingat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. 
 
 
 
 
b. 
 
 
c. 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
 
6. 
 
 
 

bahwa  guna lebih mengefektifkan penerapan pelaksanaan penegakan sanksi 
hukum Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum, 
agar proses pengadilannya lebih cepat/tipiring dipandang perlu mengubah 
sanksi hukum yang terdapat dalam Peraturan Daerah dimaksud; 
 
bahwa untuk mengatasi masalah tersebut dipandang perlu mengubah 
Peraturan Daerah dimaksud ; 
 
bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 
 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang 
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 1820) ;  
 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3209) ; 
 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3699) ; 
 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437) ; 
  
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)  
 
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4387) 
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Menetapkan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 

7. 
 
 
 
 

8. 
 
 

9. 
 
 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3281) ; 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang  Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ; 
 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah 
Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27  Seri  C  Nomor  8); 
 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum (Lembaran 
Daerah Tahun 2004 Nomor 11 Seri  E  Nomor  5) ; 
 
 

                                             Dengan Persetujuan 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK 

 
dan 

 
WALIKOTA PONTIANAK 

 
MEMUTUSKAN   : 

 
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PERUBAHAN 

PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG 

KETERTIBAN UMUM 
 

 

 PASAL I 

 
Beberapa Bab dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 
tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2004 Nomor 
11 Seri E Nomor 5) diubah sebagai berikut : 
 

BAB V 

 

TERTIB LINGKUNGAN 

 

Pasal 22 
 

(1) Setiap orang dilarang bermain layang-layang dalam wilayah daerah, kecuali 
untuk kegiatan festival atau budaya atas izin Kepala Daerah ; 

 
(2) Kegiatan Festival atau budaya yang diizinkan sebagaimana dimaksud ayat (1) 

dilarang menggunakan tali dari bahan metal, logam, kawat dan sejenisnya 
 

Pasal 22 A 
 

Setiap orang yang datang di dalam suatu wilayah Kota Pontianak lebih dari 2 x 24 
jam wajib melaporkan diri pada Ketua Rukun Tetangga setempat dalam waktu 
paling lama 1 x 24 jam 

BAB X 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 45 
 

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37,38,39,40,41,43 dan 44 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan 
paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima 
puluh juta rupiah). 

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran 


